[image: image1.png]



MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Bonefasius Jakfu dan Abdul Ganing
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024 Nomor Urut 2)

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat

	Pihak Terkait
	:
	Thomas Eppe Safanpo, S.T., M. Si dan Yoel Manggaprou,       S.Th.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024 Nomor Urut 1)

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi: 

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. 

Dalam Pokok Permohonan: 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

	Tanggal Putusan
	:
	 Rabu, 5 Februari 2025



	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024 merupakan hasil dari proses yang cacat formil dan melawan konstitusi karena suara di 64 TPS di 21 distrik di Kabupaten Asmat pencoblosannya dilakukan oleh KPPS, Kepala Kampung, Ketua Adat, seolaholah menggunakan sistem noken, padahal di Kabupaten Asmat tidak termasuk dalam penggunaan sistem noken, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024. Selain itu, telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan terhadap persyaratan pencalonan wakil bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Yoel Manggaprou, S. Th, yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor: 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 18:38 WIT, sepanjang64 TPS di 21 distrik sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulagn (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 di 64 TPS di Distrik Agats, Atsj, Sawa Erma, Fayit, Pantai Kasuari, Suator, Suru-Suru, Kolf Braza, Joerat, Pulau Tiga, Jetsy, Kopay, Safan, Sirets, Ayip, Bertcbamu, Joutu, Aswi, Koroway Buluanop, Tomor Birip, dan Sor Ep atau Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor: 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 18:38 WIT; Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Thomas Eppe Safanpo, ST., M.Si dan Yoel Manggaprou, S.Th) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024; Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Thomas Eppe Safanpo, ST., M.Si dan Yoel Manggaprou, S.Th); dan Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon mendalilkan adanya dugaan proses pemilihan yang cacat formil atau melawan konstitusi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 sehingga merupakan kewenangan lembaga lain. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asmat Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Asmat 75/2024), bertanggal 7 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat 75/2024 pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 18.28 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.


Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon. Terhadap eksepsi a quo, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun demikian, terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan adanya dugaan pemilihan atau pencoblosan surat suara yang dilakukan dengan menggunakan sistem noken di 64 TPS dari 21 distrik di Kabupaten Asmat sehingga perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Termohon seharusnya dianggap tidak sah dan Calon Wakil Bupati dari Pasangan Nomor Urut 1 (satu) atas nama Yoel Manggaprou, S.Th yang tidak mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Terpilih sebagai persyaratan maju sebagai pasangan calon kepala daerah. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016  dalam perkara a quo, Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024 merupakan hasil dari proses yang cacat formil, melawan konstitusi dengan alasan-alasan, yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Penetapan perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara calon Bupati dan calon Wakil Bupati oleh Termohon seharusnya dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan karena suara di 64 TPS di 21 distrik di Kabupaten Asmat pencoblosannya dilakukan oleh KPPS, Kepala Kampung, Ketua Adat, seolaholah menggunakan sistem noken, padahal di Kabupaten Asmat tidak termasuk dalam penggunaan sistem noken, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024;         2. Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan terhadap persyaratan pencalonan wakil bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Yoel Manggaprou, S. Th, yang dilakukan oleh Termohon
Setelah Mahakamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan penetapan perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara calon Bupati dan calon Wakil Bupati oleh Termohon tidak sah karena seolah-olah menggunakan sistem noken di 64 TPS di 21 distrik di Kabupaten Asmat, Pemohon benar telah mengajukan keberatan yang dituangkan pada Catatan Kejadian Khusus Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang terjadi pada Distrik Agats, Distrik Fayit, Distrik Joerat, Distrik Jetsy, Distrik Siret, Distrik Suator, Distrik Sawa Erma, Distrik Pulau Tiga, Distrik Ayip dan Distrik Safan. Namun, di sisi lain, saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2), juga mengakui perolehan suara Pemohon dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWKBupati/Walikota) yakni pada Distrik Agats, Distrik Fayit, Distrik Joerat, Distrik Kolf Braza (Kampung Binamsain, Kampung Pirabanak dan Kampung Patipi), Distrik Jetsy dan Distrik Siret, sehingga menurut Mahkamah Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara Pemohon pada beberapa distrik tersebut. Selanjutnya, terkait hal tersebut, Termohon telah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Asmat untuk melakukan pemungutan suara Ulang di beberapa TPS dan dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Pemungutan Suara Lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang. Kemudian, Termohon juga menerbitkan beberapa Keputusan KPU Kabupaten Asmat terkait dengan Pemungutan Suara Lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang. Terhadap Pemungutan Suara lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut, telah terlaksana dan terkonfirmasi sebagaimana Keterangan Bawaslu dalam persidangan hari Jumat, tanggal 31 Januari 2024. Dalam hal ini telah terdapat kesesuaian antara Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Asmat untuk menerangkan dalil-dalil Pemohon a quo.
Adapun terhadap TPS lainnya sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonan, Mahkamah telah mencermati dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa persandingan perolehan suara menurut Termohon dengan suara yang benar menurut Pemohon pada 64 TPS di 21 distrik Kabupaten Asmat adalah tidak berdasar dan hanya merupakan asumsi yang sifatnya spekulatif. Bahkan pada beberapa distrik, yaitu Distrik Suator (Kampung Bubis, Kampung Jinak, Kampung Waganu Dua, dan Kampung Bumu), Distrik Suru (Kampung Suru-Suru, Kampung Ajin, Kampung Laluk, Kampung Kebikduk, Kampung Berimono, Kampung Korobuk, Kampung Obio, dan Kampung Linduk), Distrik Ayip (Kampung Kawet dan Kampung Mausi), Distrik Betcbamu (Kampung Warkai dan Kampung Desep), Distrik Joutu (Kampung Somnak, Kampung Wabak, Kampung Vakam, Kampung Vakam Dua, dan Kampung Dekamer) dan Distrik Aswi (Kampung Bagair), sebagaimana dimuat dalam Tabel 4 halaman 11 sampai dengan halaman 13 permohonan Pemohon, tidak merujuk pada bukti manapun yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, tidak terdapat keyakinan bagi Mahkamah berkenaan dengan kebenaran dalil Pemohon pada angka 2, angka 3 (hlm. 8-13), angka 4 sampai dengan angka 7 (hlm. 14), dan angka 10 sampai dengan angka 13 (halaman 16-18) permohonan Pemohon.
2. Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran administrasi pemilihan terhadap persyaratan pencalonan wakil bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Yoel Manggaprou, S. Th, yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah perlu menguraikan terlebih dahulu mengenai salah satu persyaratan pencalonan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon kepala daerah sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 14 ayat (2) huruf q dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024). Selanjutnya, dalam kaitannya dengan salah satu persyaratan yakni pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Asmat Terpilih periode 2019-2024, telah ternyata bahwa calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Yoel Manggaprou, S. Th telah mengajukan pengunduran diri, dengan kronologis:
1) Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Yoel Manggaprou, S. Th mengajukan surat kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan bertanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya berisi pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Fraksi PDI-Perjuangan sebagai syarat pencalonan calon Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 [Bukti PT30]; 
2) Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Yoel Manggaprou, S. Th mengajukan surat kepada Penjabat Gubernur Papua dengan surat bertanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya berisi permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPRD aktif sehubungan dengan pencalonan dirinya sebagai Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asmat [Bukti PT-31]; 
3) Surat dari DPC PDI-Perjuangan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIPerjuangan bertanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya berkenaan dengan permohonan pengunduran diri atas nama Yoel Manggaprou S. Th, sebagai Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, agar dapat disetujui oleh DPP PDI-Perjuangan [Bukti PT-32];
4) Surat dari DPC PDI-Perjuangan bertanggal 20 Agustus 2024 ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Asmat yang pada pokoknya berisi tentang permohonan agar dapat membantu proses pengajuan pengunduran diri atas nama Yoel Manggaprou, S. Th sebagai anggota DPRD Fraksi PDIPerjuangan dan agar dapat membantu untuk mendapatkan surat pemberhentian antar waktu (PAW) sebagai kelengkapan persyaratan calon [vide Bukti P-33]; 
5) DPRD Kabupaten Asmat menerima surat dari DPC PDI-Perjuangan pada hari Rabu 28 Agustus 2024 berdasarkan Tanda Terima Surat Nomor 800/41/DPR/VIII/2024 perihal Permohonan Pengunduran Diri atas nama Yoel Manggaprou, S. Th sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Asmat [vide PT-34]; 
6) Surat dari DPC PDI-Perjuangan bertanggal 28 Agustus 2024 ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-Perjuangan Provinsi Papua Selatan yang pada pokoknya berkenaan dengan permohonan pengunduran diri Calon DPRD Terpilih Tahun 2024-2029 atas nama Yoel Manggaprou, agar dapat disetujui demi memenuhi persyaratan pada Pilkada Tahun 2024 sebagai kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi [vide Bukti PT-36]; 
7) Surat dari DPD PDI-Perjuangan bertanggal 2 September 2024 ditujukan kepada DPD PDI-Perjuangan yang pada pokoknya meneruskan permohonan pengunduran diri anggota DPRD Kabupaten Asmat periode 2024-2029 atas nama Yoel Manggaprou, S. Th [vide PT-36] 
8) Surat dari DPP PDI-Perjuangan kepada Yoel Manggaprou, S. Th (Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1) bertanggal 5 September 2024 yang menyetujui pengunduran diri atas nama Yoel Manggaprou, S. Th (Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1) dari Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil 3 periode 2024-2029 dari PDIPerjuangan [vide Bukti PT-37]; 
9) Surat dari DPC PDI-Perjuangan kepada DPD PDI-Perjuangan Provinsi Papua Selatan bertanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya berisi permohonan penggantian Calon Anggota DPRK Terpilih atas nama Yoel Manggaprou, S. Th dengan Nomor Urut berikutnya atas nama Herni Airo untuk mendapatkan persetujuan DPP PDI-Perjuangan untuk dilantik sebagai anggota DPRD Fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Asmat periode 2024-2029 [vide Bukti PT-38] 
10) Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor: 100.2.1.4/368/Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat Masa Jabatan 2019-2024, yang isinya antara lain Memutuskan dan Menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat Masa Jabatan 2019-2024 dan Meresmikan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Asmat atas nama Yoel Manggaprou yang berasal dari PDI-Perjuangan dari Daerah Pemilihan Kabupaten Asmat, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat masa jabatan 2019- 2024 karena mengundurkan diri [vide Bukti PT-39]; 
11) Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat (Pemerintah Kabupaten Asmat) bertanggal 3 Oktober 2024, yang isinya pada pokoknya memohon kepada Pjs. Bupati Asmat agar dapat menindaklanjuti pengusulan peresmian anggota DPRK terpilih sebanyak 24 orang dari 25 calon terpilih dengan alasan Calon Terpilih atas nama Yoel Manggaprou, S. Th dari PDI-Perjuangan Dapil Asmat 3 mengundurkan diri sebagai calon Terpilih untuk maju sebagai Wakil Bupati Asmat pada Pemilukada Tahun 2024 [vide Bukti PT-40];
12) Surat dari Pjs. Bupati Asmat bertanggal 4 Oktober 2024 dengan Nomor 800/763.a/BUP/X/2024 kepada Pj. Gubernur Papua Selatan yang dalam angka 2 menyatakan, “Anggota DPRK Asmat Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Anggota DPRK Terpilih. Adapun pengusulan peresmian Anggota DPRK Terpilih sebanyak 24 (dua puluh empat) anggota dari 25 (dua puluh lima) calon terpilih dengan alasan calon terpilih atas nama Yoel Manggaprou, S. Th dari Partai PDIP Dapil Asmat 3 mengundurkan diri sebagai calon terpilih untuk ikut kontestasi Pilkada Tahun 2024. Calon Terpilih Pengganti akan kami usulkan peresmian pengangkatannya kemudian”. [vide Bukti PT-41].
Berdasarkan uraian kronologis tersebut, telah jelas bahwa Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Yoel Manggaprou telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Fraksi PDI-Perjuangan [vide Bukti PT-30] serta sebagai Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 [vide Bukti PT-32] dan telah disetujui oleh DPP PDI-Perjuangan berdasarkan surat bertanggal 5 September 2024. Pengunduran diri tersebut juga telah diketahui oleh Pjs. Bupati Asmat dan Pj. Gubernur Papua Selatan. Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai masih tercantumnya nama Yoel Manggaprou, S.Th. dalam SK Gubernur Nomor 100.2.1.4/410 Tahun 2024 bertanggal 11 Oktober 2024, telah dikonsulltasikan oleh Gabriel Emanuel Rahanau, selaku LO calon Bupati/Wakil Bupati Asmat Nomor Urut 2 (dua) kepada Bawaslu pada tanggal 28 Oktober 2024. Dalam konsultasi tersebut Bawaslu menyampaikan bahwa secara administrasi, Termohon telah melaksanakan tugas membuat SK Pergantian atas pengunduran diri Calon DPRK Asmat Terpilih atas nama Yoel Manggaprou, S. Th dari PDI-Perjuangan kepada Calon Peraih Suara Terbanyak berikutnya dari partai yang sama [vide Bukti PK-38.4.179]. Terlebih lagi dalam Surat Keterangan Nomor 800/03/SETDPRK/I/2025 bertanggal 13 Januari 2025, Pemerintah Kabupaten Asmat telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat tidak memberikan undangan pelantikan anggota DPRK Asmat periode 2024-2029 kepada Yoel Manggaprou, S.Th karena telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat sebagai Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 yang telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Asmat periode 2019 -2024 dan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRK Asmat 2024-2029 sejak ditetapkan Oleh KPU. Sehingga pada tanggal 22 Oktober 2024 Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Yoel Manggaprou, S. Th tidak dilantik dan mengucap sumpah/janji. [vide Bukti PT-45]. Oleh karena itu menurut penilaian Mahkamah Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf q jo Pasal 32 PKPU Nomor 8/2024

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan       a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”.. 

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua). Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Asmat adalah 116.993 (seratus enam belas sembilan ratus sembilan puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua) persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah 2% x 57.277 suara (total suara sah) = 1.145 suara. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah 37.235 suara – 20.042 suara = 17.193 suara (30%) atau lebih dari 1.145 suara;


Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Andaipun memiliki, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi: 

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. 

Dalam Pokok Permohonan: 


Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
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